SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor
6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Sakip) di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun
2025, dipandang perlu melakukan perubahan
susunan keanggotan tim tersebut guna
meningkatkan efektivitas dan optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi tim;

bahwa sehubungan dengan adanya penambahan
pegawai baru pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Tahun Anggaran 2024;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu
menetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2025 Tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dilingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2025;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) Nomor | Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



10.

8

1a.

13.

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan Lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 793);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah; '

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi
SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 986);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik



‘Menetapkan

14.

15.

16.

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor
549 /Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2025 Tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dilingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 6
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025.



KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Tim
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA - Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU meliputi penambahan keanggotaan Tim
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.
S DN DEDI MARYANTO
/4N gglman Seswgi dengan aslinya
/=7 Sekretaris M\SI Pemilihan Umum

E2iye }1ng Timur, .
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KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
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TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN
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KABUPATEN

LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

PERUBAHAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
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- KEDUDUKAN DALAM

NO N
AMA JABATAN TIM
1 2 4 5
1 | Dedi Maryanto Ketua Pengawas (Supervisor)
2 | M. Wahid Setio Budi Anggota Pengawas (Supervisor)
3 | Muhamad Igbal TM Anggota Pengawas (Supervisor)
4 | Nurdin Anggota Pengawas (Supervisor)
5 | Ryantito Jefry Adhitama Anggota - Pengawas (Supervisor)
6 | Wynda Titra Agustina Sekretaris Penanggungjawab
7 | Zaina Purnama Sari g Perencanar?ln, Ketua
Data dan Informasi
8 | Manzully Arwan Bl i Sekretaris
SDM
. Kasubbag Keuangan,
9 |B t
e Umum dan Logistik flEgpta
Kasubbag Teknis
10 | Resdianto Penyelenggaraan Pemilu, At

Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat




11 | Zaini » Staf Pelaksana Anggota
12 | Ivan Arief Imansyah Staf Pelaksana Anggota
13 | Aldy R Rimbawan Staf Pelaksana Anggota
14 | Sulistia Dewi Staf Fungsional Anggota
15 | M Dupan Desradha Staf Pelaksana Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

y :ﬁi&lmanseﬁlm bl DEDI MARYANTO

@fkretéﬁg Komisi Pemilihan Umum
o e 2 npung Timur,




